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Abstract
This research aims to determine the form of land property in Indonesia by foreign citizens carried out by the 
agreement to borrow the name (nominee) that bind to foreign citizens as a party that controls the land and of 
the Citizen Indonesia as Party borrowed the name for the property legally. To achieve the goal of writing the 
law in this paper will use the normative legal writing method using primary legal materials and secondary 
are restrictions on ownership and control of land rights for foreigners in Indonesia against certain types of 
rights to land one of them is Ownership. Land ownership by foreigners is prohibited under the provisions of 
title for the land of Indonesian citizens to foreigners, either directly or indirectly.
Keywords: Land Tenure Rights, The Agreement To Borrow The Name, Legal Consequences.
Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penguasaan hak atas tanah di Indonesia oleh Warga Negara 
nominee
metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan sekunder untuk 
A. Pendahuluan
Esa kepada bangsa Indonesia merupakan salah 
satu sumber utama bagi kelangsungan hidup 
dan penghidupan bangsa sepanjang masa dalam 
terbagi secara adil dan merata. Sehubungan dengan 
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agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan 
merupakan kebutuhan dasar setiap manusia inilah 
real estate
dengan pertentangan hak dan kepentingan antara 
penduduk lokal dengan kekuatan-kekuatan luar 
tanah sering dikorbankan atas nama kepentingan 
tersebut. Kerentanan terhadap pengakuan pemilikan 
tanah penduduk asli maupun penggarap tanah telah 
negara berkembang membuka kesempatan sebesar-
pembaharuan hukum agraria bertujuan untuk 
melarang hak milik kepada orang asing sebagaimana 
terhadap Pasal ini mengandung sanksi batal demi 
Sekalipun UUPA melarang orang asing 
kesempatan warga negara asing dan badan hukum 
jelas kepentingan Warga Negara Indonesia diatas 
ini hendak dikaji Hal-hal atau perbuatan apa saja 
Warga Negara Asing di Indonesia? dan  Apa akibat 
Nominee?
B. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Milik 
Atas Tanah
hubungan hukum antara orang baik Warga Negara 
Indonesia maupun Warga Negara Asing serta 
dari bumi sebagaimana termuat dalam Pasal 33 
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bahwa hak tersebut dapat menjadi induk hak atas 
atas dasar menguasai dari Negara maka ditentukan 
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan 
Hak-hak atas tanah tersebut kemudian memberi 
untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari 
pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk 
berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut 
dalam batas-batas menurut UUPA dan Peraturan 
Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian 
Hak Pakai dengan pengecualian Hak Guna Usaha) 
eigendom 
atas tanah menurut KUHPerdata memberikan 
lidah tanah. Yang dimaksud dengan pembukaan 
matok 
sirah matok galeng matok sirah gilir galeng
sistem bluburan. Hak Milik atas tanah terjadi karena 
penetapan pemerintah bermula dari tanah negara 
didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat untuk 
dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan Sertipikat 
Undang-Undang karena diciptakan oleh Undang-
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tidak berhak atas kepemilikan tanah di Indonesia. 
secara tegas ditentukan bahwa Warga Negara Asing 
untuk langsung atau tidak langsung memindahkan 
pemilik tidak dapat dituntut kembali”.
administrasi dan kepastian hukum bagi pihak-pihak 
merupakan pembatalan. Surat Keputusan tersebut 
C. Pengertian Warga Negara Indonesia dan 
Warga Negara Asing
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
Undang sebagai Warga Negara”.
Pengertian Warga Negara Indonesia juga terdapat 
peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan 
negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku 
sudah menjadi Warga Negara Indonesia; b. Anak 
Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara 
tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak 
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karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut 
dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada 
meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah 
Status sebagai Warga Negara Indonesia memiliki 
kewajiban Warga Negara Indonesia tercantum dalam 
dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 
tidak diperbudak; h. Hak untuk diakui sebagai pribadi 
kewajiban. Adapun kewajiban WNI adalah sebagai 
berikut: a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. 
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 
menghormati hak asasi manusia orang lain”; d. 
dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan 
demokratis”; e. Wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara. Hal ini diatur 
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga 
Negara Asing”. Sedangkan menurut penjelasan 
berstatus Kewarganegaraan Asing dan tidak pernah 
mengajukan permohonan sehingga ia tidak pernah 
ditetapkan menjadi Warga Negara Indonesia 
disebabkan karena kehilangan Kewarganegaraan 
Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang 
Kewarganegaran di Indonesia”. Pasal 7 Undang-
diperlakukan sebagai orang asing”.
Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaran 
orang asing dapat menjad i WNI sete lah 
dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan”. 
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Pewarganegaraan adalah suatu tata cara bagi 
orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan 
permohonan. Menurut Gatot Supramono ada tiga 
asing melalui naturalissasi disebut juga dengan 
mengajukan permohonan naturalisasi di Indonesia. 
Permohonan diajukan secra tertulis dengan 
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan 
waktu mengajukan permohonan sudah bertempat 
jasmani dan rohani; d. dapat berbahasa Indonesia 
serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-
Negara.
Permohonan harus ditulis dalam bahasa 
Indonesia diatas kertas bermeterai. Keputusan 
akhir atas permohonan adalah ada pada Presiden. 
mengucapkan sumpah atau janji setia kepada Negara 
Indonesia dapat pula memperoleh kewarganegaraan 
dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh 
dihadapan pejabat”.
turut kecuali dengan perolehan kewarganegaraan 
tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda 
dengan alas an kepentingan negara dapat diberi 
setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakialn 
pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan 
Adapun kriteria orang asing untuk mendapatkan 
hidup serta keolahragaan telah memberikan kemajuan 
oleh Negara telah dan dapat memberikan sumbangan 
kedaulatan Negara dan untuk meningkatkan 
Apabila orang asing dapat memperoleh 
Undang Kewarganegaraan mengatur sebab-sebab 
bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; 
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dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu 
itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
setia kepada negara asing atau bagian dari negara 
tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas 
istri mengikuti suami sebagai akibat perkawinan 
suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai 
akibat dari perkawinan tersebut.
D. Penguasaan Hak-Hak Atas Tanah Oleh 
Warga Negara Asing
pemilik rumah atau bangunan adalah seorang 
tercipta dari hubungan hukum antara WNI dan 
Nominee/Trustee Agreement
memerintahkan berbagai tindakan hukum terhadap 
trustee
perjanjian Nominee tersebut terdiri atas Perjanjian 
Land Agreement) dan Surat Kuasa; Perjanjian Opsi; 
Lease Agreement); 
Power of Attorney to Sell); Hibah 
Hak Guna Bangunan). Adapun beberapa aspek 
secara langsung dari perjanjian-perjanjian tersebut 
pihak WNI mengakui bahwa tanah Hak Milik 
untuk pembelian tanah Hak Milik tersebut beserta 
untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap 
membeli tanah Hak Milik beserta bangunan kepada 
pihak WNA karena dan untuk pembelian tanah 
Hak Milik beserta bangunan itu disediakan oleh 
Lease 
Agreement
diatur tentang jangka waktu sewa berikut opsi untuk 
Power of Attoney to 
sell
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tanah Hak Milik beserta bangunan terdaftar atas 
memindahkan Hak Milik WNI secara tidak langsung 
memperoleh fasilitas pinjaman uang dari WNA untuk 
WNI bahwa tanah Hak Milik adalah milik pihak 
hak kuasa dengan hak subtitusi kepada pihak WNA 
hak subtitusi kepada pihak WNA untuk secara khusus 
mewakili dan bertindak atas nama pihak WNI untuk 
kuasa dengan hak subtitusi kepada pihak WNA 
Praktik-praktik demikian adalah termasuk 
kepentingan WNA. Yang dalam beberapa kasus 
Nominee ini 
Nominee) telah mengabaikan perjanjian materiil 
Nominee
WNA dalam perjanjian Nominee tersebut lemah 
pihak cakap bertindak dan mengikatkan diri secara 
E. Pengaturan Kepemilikan Hak-Hak Atas 
Tanah dan Bangunan oleh Warga Negara 
Asing dan Badan Hukum Asing
Secara umum badan hukum baik badan hukum 
Indonesia maupun badan hukum asing dan juga 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan”. Sedangkan 
untuk warga negara asing dan badan-badan hukum 
Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan 
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di Indonesia; 7. Perwakilan Negara asing dan 
boleh menguasai dan menggunakan tanah dengan 
Ab Intestato. Warga 
dapat menguasai tanah dengan Hak Pakai atau Hak 
tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan 
Kebijakan terhadap orang asing dilandasi 
dimungkinkan menguasai dan menggunakan tanah 
dengan Hak Sewa ataupun Hak Pakai. Apabila 
menggunakan tanah Negara dengan cara Hak 
dapat diperpanjang. Jadi kepemilikan orang asing 
atas tanah di Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan adalah dengan status Hak Pakai 
Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan 
atau Hunian oleh Orang Asing dan diganti dengan 
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
manfaat bagi pembangunan nasional adalah orang 
ekonomi di Indonesia dengan melaksanakan 
investasi untuk memiliki rumah tempat tinggal atau 
sarana perolehan hak atas tanah untuk orang asing 
dapat dilakukan dengan membeli atau membangun 
hak pakai atau hak sewa untuk membangun atas 
dasar perjanjian tertulis dengan pemilik tanah 
klasifikasi rumah sederhana atau rumah sangat 
perusahaan Indonesia berdasarkan perjanjian antara 
orang asing pemilik rumah dengan perusahaan 
memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di 
Kepemilikan rumah untuk warga negara asing 
Milik dan Hak Guna Bangunan tidak dimungkinkan 
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Mengenai orang asing dan badan hukum asing 
dapat pula memiliki bangunan perkantoran atau 
F. Akibat Hukum Penguasaan Tanah Oleh 
Warga Negara Asing (WNA) Dengan Akta 
Perjanjian Nominee
Akibat hukum penguasaan tanah oleh Warga 
Nominee
lain terkait dengan penguasaan tanah Hak Milik 
oleh WNA menunjukkan bahwa telah terjadi 
nominee atau 
trutee
keuntungan dan tidak memperdulikan kebenaran 
materiil dari perjanjian itu.
Pinjam Nama (Nominee) tidak memenuhi 
pemindahan hak atas tanah dari WNI kepada 
pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan 
tidak langsung memindahkan hak milik pada 
dituntut kembali”.
tidak pernah ada suatu perjanjian dan tidak pernah ada 
perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan 
ada dasar untuk saling menuntut didepan hakim. 
Sebagaimana dikatakan Maria S.W. Sumardjono 
Perjanjian Nominee
oleh WNA secara tidak langsung tidak menjanjikan 
Maria S.W. Sumardjono mengungkapkan bahwa 
Nominee sangat 
belah pihak cakap bertindak dan mengikatkan diri 
terlarang karena perjanjian itu mengakibatkan 
sudah batal dari semula dan hakim berwenang karena 
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kedua belah pihak. Dengan demikian perjanjian pura-
inspraak) atau pendapat 
sebelum keputusan pemerintah tertentu bersifat 
menujukan bahwa Indonesia adalah negara hukum 
diamana setiap perbuatan hukum harus tunduk 
perlindungan pada hak-hak individu dari WNI. 
hak atas tanah milik WNI. Sebagai konsekuensi 
G. Penutup
Pengaturan tentang kepemilikan tanah dan bangunan 
oleh Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing 
Sewa. Jadi Warga Negara Asing dan Badan Hukum 
hak kepemilikan tanah dan bangunan dengan Hak 
Pakai dan Hak Sewa. Peraturan pelaksanaan dari 
dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN 
serta diikuti dengan Surat Edaran Menteri Agraria/
Nominee ini juga bertentangan dengan asas itikad 
baik dalam membuat suatu perjanjian. Keinginan 
pihak WNA untuk dapat memiliki tanah di Indonesia 
dengan menghalalkan segala cara sudah merupakan 
ada agar dapat memiliki dan menguasai tanah hak 
properti/tempat tinggal bagi orang asing dibuka/
termasuk hak atas tanah.
pengaturan kepemilikan tanah dan bangunan oleh 
Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing di 
mengenai kepastian hukum bagi kepemilikan oleh 
WNA atau BHA agar tidak ada praktek-praktek 
lembaga khusus dibawah BPN untuk mengatur 
mengenai kepemilikan dan pengawasan terhadap 
juga menguntungkan karena bisa atas tanah maupun 
tahun dan dapat diperpanjang.
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